
No Jenis Pelanggaran Gambaran 
Pelanggaran 

Tindak Lanjut 
Pelanggaran 

1 Pengelolaan dan Penghapusan BMN 

di 9 Fakultas UNTAN 

 

1. Seluruh fakultas 

telah melakukan 

pengajuan 

penghapusan aset, 

tetapi proses 

verifikasi dan 

respon dari unit 

terkait tidak 

berjalan optimal.  

2. Prosedur 

penghapusan belum 

dilaksanakan secara 

maksimal, sehingga 

aset rusak atau 

tidak layak pakai 

tetap tercatat dalam 

neraca.  

3. Terdapat 

kesenjangan 

koordinasi antara 

fakultas dengan 

unit pengelola aset 

di tingkat 

universitas, yang 

menyebabkan 

keterlambatan 

tindak lanjut 

administrasi.  

 

1. Melakukan 
penyederhanaan 
prosedur. 

2. Penguatan 
koordinasi antara 
tim BMN 

3. Peningkatan 
kapasitas SDM 

 

2 Renstra Universitas 2025 belum 
rampung 

1. Seluruh fakultas 
tidak dapat 
membuat renstra 
karena belum ada 
renstra universitas 

2. Beberapa program 
studi mengalami 
kendala dalam 
proses akreditasi 

1. Mempercepat 
proses penyusunan 
renstra 

 

3 Daya serap anggaran fakultas tidak 
merata 

1. Terdapat satu 
fakultas yang daya 
serap hamper 
100% sedangkan 
fakultas lainnya 
masih dibawah 
60% per Juni 2025. 

2. Terdapat fakultas 
yang daya serap 
masih dibawah 
25%. 

 

1. Peningkatan kualitas 
perencanaan 

2. Simplifikasi dan 
Digitalisasi 
Administrasi 

3. Penguatan kapasitas 
SDM 

4. Monitoring dan 
Evaluasi Progresif 



4 Penelitian dan Pengabdian DIPA 2024 1. Belum semua 
dosen mengikuti 
ketentuan batas 
publikasi yang 
ditetapkan. 
 

1. Mendorong fakultas 
untuk memberikan 
teguran atau sanksi 
kepada dosen yang 
masih belum 
melakukan publikasi. 

2. Monitoring dan 
evaluasi berkala 
melalui SIMLPPM 
untuk tindak lanjut 
publikasi. 

5 Kinerja Pegawai 1. Masih terdapat 
pegawai yang tidak 
hadir tanpa 
keterangan 

2. Ada beberapa 
dosen yang tidak 
melakukan 
pengisian BKD 

1. Mendorong fakultas 
untuk berkomunikasi 
kepada pegawai 
yang tidak hadir 
tanpa keterangan 
untuk konfirmasi 
apabila berhalangan 
hadir dengan 
melampirkan surat 
cuti, surat tugas dan 
lainnya 

2. Mendorong 
pimpinan fakultas 
untuk menyurati 
dosen yang tidak 
melakukan pengisian 
BKD 
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